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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia maka
peran Pemerintah sangat penting. Selain itu peran Pemerintah sangat

mempengaruhi pola hldup mas
11}11\'

ya.-Pada_dasarnya Pemerintah di tuntut

a/arakatn

pkat. Dalam rangka

mensejahteraka arak fl esia adanya program-

program Peme ' N keber sulpgah hidup masyarakat.
Salah satu Pro @n masyarakat yaitu
dengan adanyaf gara Jaminan Sosial
(BPJS).

BPJS mer adan Penyelenggara
Jaminan Sosial : fang JKat-denc fllam 2 kategori yaitu
BPJS Kesehatanléahﬁ ' : _ j 3 H-diartikan juga sebagai

perlindungan yang diberikan kepéda masyarakat untuk menghindari resiko dan
peristiwva yang mungkin terjadi yang dapat mengakibatkan kerugian pada

masyarakat tersebut seperti hilangnya atau menurunnya penghasilan. Program-



program jaminan sosial akan bekerja dengan baik apabila pengusaha mematuhi
ketentuan yang berlaku?.

BPJS Kesehatan merupakan perusahaan jaminan dibidang kesehatan yang
merupakan salah satu dari lima program dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional
(SJSN), yaitu Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua,

dan Keselamatan kerja

Jaminan Pensiun, dan—\;fewqaﬁqug AN K6 ,-‘

diperlukan sei erkembanga industriy ggunakan berbagai

alat, mesin, d . :* s ..: alat, mesin, dll
‘\A“A
awalnya bert '1 ( Da ekerjal@alam menyelesaikan

pekerjaannya bekerja terjadinya

D
resiko kecelak@dh ke jr* g N gan kerja sehingga
kelangsungan hjdup-pa erja Japat dipertahankan.
Menyadari akaishal A Ban untuk menjaga
keselamatan dalz j;'- ja, m- fn dan kesehatan para
pekerja.

Selanjutnya BPJS Ketenagakerjaan merupakan perusahaan jaminan sosial
yang memberikan perlindungan bagi para pekerja di indonesia, baik itu kepada
pekerja asing yang bekerja di wilayah hukum Indonesia. Pada dasarnya manfaat

dari Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah untuk menjaga harkat dan martabat

1 Zaelani, “Komitmen Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial
Nasional/”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 9 Nomor 2, Juli 2012. him. 192



tenaga kerja sehingga dengan manfaat tersebut pembiayaan ditekan seminimal
mungkin sehingga dapat terjangau oleh pengusaha dan pekerja lainnya. Program-
program jaminan sosial akan bekerja dengan baik apabila pengusaha mematuhi
ketentuan yang berlaku. Program pada BPJS Ketenagakerjaan ada 4 Jaminan yaitu,

Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Pensiun, Jaminan Kematian, dan Jaminan

Hari Tua, mas'n'mas’i‘j?qﬁ”ﬂm?ﬁ@ﬂw paya untuk meningkatkan

kesejahteraan

Jaminan yang memberikan
perlindungan dungan pekerjaan ,
ju tempat kerja atau
ang diberikan saat
uk mempertahakan

i warisnya dengan

memberikan pefighasilan HUrJa Ipakan jaminan yang
l,\, i , N - ;.\)
diberikan perusahéalzrbér tul : W;‘Kepada ahli waris ketika

peserta meninggal dunia. Jaminan Hari Tua merupakan program penghimpunan

dana yang ditujukan sebagai simpanan yang dapat digunakan kelak oleh peserta

2 Sulastomo, “mekanisme pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan”, PT Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 2011. him. 12-14.



akibat berbagai sebab seperti cacat total tetap, atau berhenti bekerja dikarenakan
terkena PHK:,

Awal dari dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No0.33 tahun 1977
tentang pelaksanaan program asuransi sosial tenaga kerja (ASTEK), yang
mewajibkan setiap pemberi kerja/pengusaha swasta dan BUMN untuk mengikuti

program ASTEK. Tﬂmﬁlg@gﬂﬁ'ﬁ@ﬁmﬁ‘ entang pembentukan wadah

penyelenggara

UU No.3 tahu .

melalui PP

grganti nama melalui
AMSOSTEK). Dan
sebagai badan
penyelenggara ainsostek mencakup
Program Jamirje §an (JKM), Jaminan
Hari Tua (JHT bagi seluruh tenaga
kerja dan kelua / Tahun 2011 tentang

Badan Penyele finat undang-undang,

A

tanggal 1 Janurl 20141?!1' rrﬁ‘h?éd’l Badan Hukum Publik.
PT Jamsostek tetap dipercaya untuk menyelenggarakan program jaminan sosial
tenaga kerja, yang meliputi JKK, JKM, JHT dengan penambahan Jaminan Pensiun

mulai 1 Juli 2015. Pada tahun 2014 pemerintah menyelenggarakan

program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai program jaminan sosial bagi

3 Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan, Ed. 1. Cet. 2., Sinar Grafika, Jakarta, 2011,
him. 189.


https://id.wikipedia.org/wiki/Jaminan_Sosial_Tenaga_Kerja
https://id.wikipedia.org/wiki/Jamsostek
https://id.wikipedia.org/wiki/Jaminan_Kesehatan_Nasional

masyarakat sesuai UU No. 24 Tahun 2011, Pemerintah mengganti
nama Askes yang dikelola PT. Askes Indonesia (Persero) menjadi BPJS
Kesehatan dan mengubah Jamsostek yang dikelola PT. Jamsostek (Persero)
menjadi BPJS Ketenagakerjaan®.

Dalam BPJS Ketenagakerjaan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan

VERSITAS AN ) .
me ROKALEST*Pa an piutang negara

Lelang (KPK ——“o
dengan BPJS. Pgksoala ama npaikan JS Ketenagakerjaan
yaitu sifat piutg an piutangnya.yangtdrbilang unik dimana
piutang negara ﬁl; ‘ mbayaran dan sejak
tertunggaknya ebut fefusa anbungaisepesar 2 (dua) persen
dari jumlah berlaku di BPJS
Ketenagakerjag arus membayarkan
piutangnya. Naf ydar akan pentingnya
perlindungan, di@--'u,‘- .
terjadi resiko,, maka ;-)erlindunbﬁv

Keterlambatan pembayaran akan menimbulkan piutang iuran yang akan

mempengaruhi penerimaan iuran pada Lembaga penyelenggara jaminan sosial

sehingga akan berdampak terhadap jaminan yang akan diterima oleh peserta

4 Direktorat Jenderal Karyawan Negara Kementrian Keuangan;
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jakarta3/baca-
artikel/12787/Karakteristik-Piutang-BPJS-Ketenagakerjaan-dan-Potensi-
Piutang-Negara-Dapat-Diselesaikan.html
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tersebut. Oleh karena itu, Lembaga penyelenggara jaminan sosial memerlukan
suatu system pengendalian internal yang handal yang dapat meminimalkan jumlah
piutang yang tidak dibayarkan

Melihat permasalahan ini dan mempertimbangkan domisili penulis yang
berada di Kota padang maka penulis tertarik untuk meneliti pengendalian piutang
BPJS Ketenagakerjaan yang ada diKota Padang. Berdasarkan hal tersebut penulis
tertarik untu nen 'ﬁaS'E%NM§§§T)§IEX PENGENDALIAN

INTERNAL "‘ \ \lk‘! Vi AL KAN JUMLAH

PIUTANG T ' Kasu: » $ Ketenagakerjaan

“ruy
1. Bagaimana sistem pe (

i

iutang yang diterapkan untuk
meminimalkan jumlah piutang yang tidak tertagih pada BPJS
Ketenagakerjaan Cabang Padang

2. Bagaimana Pengaruh sistem pengendalian internal dalam meminimalkan

jumlah piutang tak tertagih pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang



1.3 Batasan Masalah
Batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Data yang diambil adalah data yang berkaitan dengan piutang pada BPJS
Ketenagakerjaan dari tahun 2017 sampai dengan 2019.
1.4 Tujuan penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian skripsi ini mempunyai tujuan

sebagai berikut:

1. Untuk me erapkan oleh BPJS

2. Untuk me enerapan pe dalian piutang pada

3. Untuk mend ehoal : : adapi BPJS Cabang

1.5 Manfaat penel
Dari penelitian®

berikut:
1. Bagi Peneliti
Penelitian ini merupakan salah satu sarana untuk menambah ilmu
pengetahuan dan pengalaman berharga dalam merumuskan, menganalisa,
memecahkan masalah dengan menerapkan ilmu yang telah didapat selama

belajar di perguruan tinggi



2. Bagi Perusahaan
Penelitian ini bermanfaat sebagai sumbangan pikiran berupa pembahasan dan
saran untuk perusahaan serta dapat menambah infomasi dalam menerapkan
sistem pengendalian internal, dalam hal ini mengenai sistem pengendalian
piutang guna meminimalkan jumlah piutang yang tidak tertagih

3. Bagi Umum

Penelitian gaisdinata ang bermanfaat dan
dapat dijadika K3 sebaga mengenai masalah

penerapan s : nal atas pi tuk meminimalkan

penelitian, manfaat penelitian,'ru/ang enelﬁian, dan sistematika penulisan

dalam penyusunan penelitian skripsi ini.

BAB II: LANDASAN TEORI
Adapun bab ini berisikan pembahasan mengenai uraian tinjauan literatur, konsep,
dan teoriyang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini, berkaitan dengan

analisis pengendalian internal atas piutang.



BAB IlI: METODE PENELITIAN
Adapun bab ini berisikan mengenai data yang di ambil sesuai dengan rumusan

masalah kemudian di analisis.

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Adapun bab ini berisikan analisis atas data yang di peroleh dari pada BPJS

: l{gﬁ’ﬁ\f &g %’Mﬁaﬂﬁ)@wg h

Ketenagakerjaan

BAB V: KESI
Adapun bab in 4 n peneli ipsi ini, dimana penulis

menarik kesim dilakukan.



